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A. Kesimpulan
1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap pendirian
Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu pada
dasarnya telah dilaksanakan melalui proses perizinan
administratif, rekomendasi teknis, serta koordinasi
antarinstansi terkait. Namun, implementasinya belum
berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini terlihat dari
masih lemahnya pengawasan terhadap keberadaan toko
modern, belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM,
serta belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus
mengatur zonasi toko modern di Kota Bengkulu. Selain itu,
pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif karena
keterbatasan anggaran dan personel, sehingga potensi
pelanggaran terhadap ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun
2007 belum dapat dicegah secara maksimal. Implementasi
kemitraan antara toko modern dengan UMKM lokal juga
masih sangat minim, sehingga tujuan menciptakan
keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional
belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan
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normatif dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dengan
praktik pelaksanaannya di lapangan, yang berdampak pada
melemahnya daya saing pelaku UMKM dan pasar
tradisional di Kota Bengkulu.

. Berdasarkan kajian siyasah dusturiyah, implementasi
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap pendirian
Indomaret dan Alfamart di Kota Bengkulu belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan,
dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi
kepentingan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan
pasar tradisional. Dalam perspektif siyasah dusturiyah,
pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
kebijakan yang adil serta berpihak kepada kepentingan
umum. Akan tetapi, lemahnya pengawasan, belum adanya
pengaturan zonasi yang jelas, minimnya pembinaan
terhadap UMKM, serta kurang optimalnya penegakan
hukum menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum
maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan
pengayoman terhadap pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut
bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang
menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan

terhadap hak masyarakat, dan terciptanya kemaslahatan
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umum (maslahah). Oleh karena itu, pemerintah daerah,
khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bengkulu, perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat
regulasi daerah, serta mendorong kemitraan antara toko
modern dan UMKM agar tercipta sistem perdagangan yang
adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai siyasah
dusturiyah.
B. Saran

1. Untuk pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan
kualitas dan efektivitas program pembinaan terhadap
UMKM dengan pendekatan yang lebih spesifik dan tepat
sasaran. Pembinaan tidak hanya bersifat umum, tetapi harus
menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha kecil, seperti
peningkatan kapasitas manajemen usaha, akses permodalan,
inovasi produk, serta strategi pemasaran agar mampu
bersaing dengan toko modern. Selain itu, pemerintah juga
perlu mendorong adanya kemitraan yang nyata antara toko
modern dan pelaku UMKM sehingga tercipta hubungan
yang saling menguntungkan.

2. Untuk pelaku usaha toko modern seperti Indomaret dan
Alfamart, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek
tanggung jawab sosial dan dampak ekonomi terhadap
lingkungan sekitar. Pelaku usaha tidak hanya berorientasi
pada keuntungan, tetapi juga perlu berperan aktif dalam

mendukung pemberdayaan UMKM, misalnya melalui kerja
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sama pemasaran produk lokal atau penyediaan ruang bagi
produk usaha kecil di gerai mereka.

. Untuk masyarakat, khususnya pelaku UMKM, diharapkan
dapat meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya
dengan terus berinovasi serta memanfaatkan berbagai
program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Selain
itu, masyarakat juga perlu aktif dalam menyampaikan
aspirasi dan masukan kepada pemerintah agar kebijakan
yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan di

lapangan.
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